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BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gambaran Umum Pajak

2.1.1.1 Definisi pajak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Definisi Pajak adalah sebagai

berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”

Menurut buku Mardiasmo (2016:3) menyebutkan bahwa Definisi Pajak

adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan Definisi Pajak diatas, maka penulis menyimpulkan Pajak adalah

iuran dari rakyat kepada kas Negara terutang oleh Orang Pribadi atau Badan bersifat

memaksa dapat dipaksakan menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat luas.
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2.1.1.2 Hukum Pajak

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemeintah (fiscus) selaku

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:7).

Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum Pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak

yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya

utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum

materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil).

Hukum ini memuat antara lain:

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib

Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan

utang pajak

c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan

keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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2.1.1.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa sebagaimana telah diketahui unsur-

unsur yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi,  ada pula dua

fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (cregulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan permerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.
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2.1.1.4 Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan

pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat

yang dalam hal ini sebagian dikelola Direktorat Jendral Pajak-Departemen Keuangan.

Sedangkan pajak daerah adalah Pajak-Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah

baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak – Pajak pusat yang dikelola

oleh Direktorat Jendral pajak meliputi :

a. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam

suatu tahun pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah

pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Pengusaha

Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009.

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang

tergolong mewah akan juga dikenakan PPnBM.
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d. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga,

surat keluarga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal

diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas

kepemilikan tanah dan atau bangunan.

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah yang dikenakan

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Ada 3 pengelompokan pajak yakni Menurut Golongannya, Sifatnya, dan

Menurut Lembaga Pemungutnya. Sebagaimana tertera di buku Mardiasmo (2016:7)

sebagai berikut :

1. Menurut Golongnnya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau silimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.



12

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipunggut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri

atas:

 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.
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2.1.1.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:163) menyebutkan bahwa yang menjadi Subjek

Pajak adalah sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak

c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pension, pesekutuan, yayasan, lembaga, organisasi massa,

organisasi social politik, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Mardiasmo (2016:164) menyebutkan bahwa Subjek Pajak dapat

dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

 Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, atau

 Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
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b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;

 Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 Penerimaanya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah; dan

 Pembukuanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indoneisa tidak dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
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Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak

Kena Pajak. Subjek pajak badn dalam negeri menjadi Wajib pajak saat didirikan, atau

bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi

maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima bentuk usaha

tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objektif.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain

adalah:

Wajib Pajak Dalam Negeri :

 Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari

Indonesia dan dari luar Indonesia

 Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.

 Tarif pajak yang digunakan adalah tariff umum (Tarif UU PPh pasal 17).

 Wajib menyampakan SPT.

Wajib Pajak Luar Negeri :

 Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan

di Indonesia.

 Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.

 Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh pasal 26).

 Tidak wajib menyampaikan SPT.
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Namun, ada juga yang Tidak Termasuk Subjek Pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan Negara asing.

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing,

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan

bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di

luar jabatannya di Indonesia. Dan, Negara yang bersangkutan memberikan

perlakuan timbal balik.

3. Organisasi internasional, dengan syarat:

 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

 Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya

berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

 Bukan warga Negara Indonesia.

 Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia

Menurut buku Mardiasmo 2016 menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
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komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuaan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b.Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

c.Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemakaran,pemechan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan

nama dan dalam bentuk apapun.

d.Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan, dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan.
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5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11.Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
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18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntaris,

akuntan, pengacara dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden,

royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan

sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke

dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

a. Keuntungan karena pembebasan utang.

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

c. Selisih lebih karena penilain kembali aktiva.

d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib

Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari

Indonesia saja.
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Yang dikecualikan/tidak termasuk Objek Pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan

3. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang

menggunakan norma perhitungan khusus.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan asuransi beasiswa;
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6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik

daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang

memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-

bidang tertentu yang diterapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi

kolektif.

10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba

dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut

merupakan perusahaan mikro, menengah, atau yang menjalankan kegiatan

dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan dan sahamnnya tidak diperdagangkan di bursa efek

Indonesia.
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11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam

bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah

terdaftar pada instansi yang membidangiya, yang ditanamkan kembali dalam

bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya

sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang

dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
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dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa

harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak

yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan

kemudian pada akhir tahun besarya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar

daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.

Sebaliknya, jila lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
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2.1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.

Wajib Pajak bersifat pasif.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

 Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

 Fiskus tidak ikut campur dan biaya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong

atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.9 Tarif Pajak

Mardiasmo (2015:9) menyatakan bahwa ada 4 macam tarif pajak :

1) Tarif sebanding/proporsional adalah tarif berupa persentase yang

tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak

terhutang tetap.

3) Tarif Progressif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif adalah persentasi tariff yang digunakan semakin

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:56) menyatakan bahwa definisi pemeriksaan pajak

adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan”

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa pemeriksaan pajak adalah

suatu kegiatan mengumpulkan dan mengolah bukti yang dilakukan secara
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professional untuk mencari kebenaran terkait pemenuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib

Pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dalam hal:

a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak,

termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan

pajak;

b. Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan menunjukan rugi;

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada

waktu yang ditetapkan;

d. Surat Pemberitahuan yang memberi kriteria seleksi yang ditentukan

oleh Direktur Jenderal Pajak;

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat

Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.
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Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Pengukuhan ataupencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

d. Wajib pajak mengajukan keberatan;

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto;

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi diaerah terpencil;

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan

lain.

2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu sebagai

berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau

tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya,

Wajib Pajak diwajibkan untuk:

 Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
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 Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.

 Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak

atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau

dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang

yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.

 Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, berupa:

o Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam

mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan

dan atau keahlian khusus.

o Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak

dan atau tidak bergerak.

o Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan

Lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak

memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

 Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan.

 Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
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2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor

Pelayanan Pajak.

Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

 Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.

 Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan

dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang

berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau

objek yang terutang pajak.

 Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.

 Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan.

 Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik.

 Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor,

Wajib Pajak berhak:

 Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

dan Surat Perintah Pemeriksaan.

 Meminta Pemeriksa Pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan

Pemeriksaan Lapangan.

 Meminta Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan alasan dan tujuan

Pemeriksaan.
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 Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Surat Tugas jika susunan Tim

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.

 Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

 Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam waktu yang

ditentukan.

 Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh Tim

Pembahas jika ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Pemeriksa

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

 Memberikan pendapat pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak

melalui formulir Kuesioner Pemeriksa.

 Mengajukan pengaduan jika kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain yang

tidak berhak.

Dalam Prosedur Pemeriksaan Kantor & Lapangan hampir semua urutan

kegiatannya memiliki kesamaan. Namun, ada sedikit perbedaan yaitu :

1. Prosedur Pemeriksaan Kantor waktunya paling lama 3bulan/6bulan (tgl

seharusnya datang sesuai surat panggilan s.d tgl LHP.

2. Prosedur Pemeriksaan Lapangan waktunya paling lama 4 bulan tetapi bisa

diperpanjang paling lama 8 bulan (tgl Surat Perintah Pemeriksaan Pajak s.d

LHP).

Adapun penulis mencoba membuat Prosedur Pemeriksaan Kantor &

Pemeriksaan Lapangan berbentuk Flowchart seperti berikut :
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Gambar 2.1

Prosedur Pemeriksaan Kantor & Pemeriksaan Lapangan
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2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Latar Belakang Pemeriksaan

Ada lima Kriteria Pemeriksaan Pajak yang berdasarkan Latar Belakang

Pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap

Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan rutin ini lebih banyak pemeriksaan

terhadap Surat Pemberitahuan [SPT] Wajib Pajak yang menyatakan lebih bayar.

Terhadap SPT Lebih Bayar wajib diperiksa, dan dalam jangka waktu dua belas

bulan sejak SPT tersebut diterima oleh kantor pelayanan pajak, maka harus

diterbitkan surat ketetapan pajak.

Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan menyampaikan SPT

Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar;

2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh

yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar

3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh

untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan

tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian

kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktur

Jenderal Pajak.

4. Wajib Pajak Badan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha,

pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha,

pengambilalihan usaha atau Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya.
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2. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak berkenan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus

berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pemeriksaan Khusus berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan dan

Penagihan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

a. Terdapat hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan,

dan pengaduan yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan

yang perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.

b. Sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak yang

antara lain karena adanya permintaan dari Wajib Pajak tertentu, antara

lain:

1) Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara;

2) Wajib Pajak yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang

Saham;

3) Wajib Pajak yang kepemilikannya akan dialihkan; atau

4) Wajib Pajak akan melakukan IPO atau Emisi Saham/Obligasi.

c. Terdapat hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini disebut

Kriteria Seleksi) yang berupa skor risiko ketidakpatuhan dengan

memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya data dan

informasi.

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana di bidang perpajakan.
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4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap

cabang, perwakilan, pabrik, tau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang

lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Wajib Pajak Domisili.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi dapat dilaksanakan sehubungan

dengan:

1. SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN menyatakan Lebih

Bayar;

2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN tidak disampaikan

masing-masing selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 3 (tiga) bulan

berturut-turut dari suatu tahun pajak;

3. Permintaan dari Unit Pelaksanan Pemeriksaan Pajak (UP3) Wajib Pajak

Domisili dan atau usulan dari UP3 Wajib Pajak Lokasi.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang

dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk

mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

2.1.2.5 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan

melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang

dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-

catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan

proses pemeriksaan.
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2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak

dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.

Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan

perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

a. Metode transaksi tunai;

b. Metode transaksi bank;

c. Metode sumber dan pengadaan dana;

d. Metode perbandingan kekayaan bersih;

e. Metode perhitungan persentase;

f. Metode satuan dan volume;

g. Pendekatan produksi;

h. Pendekatan laba kotor;

2.1.2.6 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk

mencari adanya:

a. Interprestasi Undang-undang yang tidak benar.

b. Keselahan hitung.

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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2.1.2.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dalam Pemeriksaan, Suandy (2013:105-106) menjelaskan mengenai ruang

lingkup pemeriksaan yang teridiri atas:

1. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib

Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan

tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim

digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap

adalah Direktorak Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorak Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-

teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan

sederhana dilakukan karena selama ini pemeiksaan yang telah dilakukan banyak

memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh

administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) yaitu pemeriksaan sederhana yang
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dilakukan terhadap wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan

Sederhana untuk satu jenis pajak terntentu, baik untuk tahun berjalan

dan atau tahun-tahun sebelumnya;

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana

yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit

Pelaksana Pemeriksaan Sederhan untuk seluruh jenis pajak atau jenis-

jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan

dan atau tahun-tahun sebelumnya”.

2.1.2.8 Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Suandy (2014:205) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal

pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta

memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang

terutang pajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang

perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
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c. Memberi keterangan lain yang diperlukan.

3. Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib

dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan.

4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (no.1) sehingga tidak dapat

dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat

dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta

keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk

merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

6. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan

tertentu bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas”.

2.1.2.9 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang

dihitung sejak tanggal Wajib Pajak dating memenuhi surat panggilan dalam rangka

pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan

dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal

surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait

dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya

rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam
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serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan

dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai

pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib

Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2 dan 3

diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Definisi Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2016:35) definisi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai

berikut:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak penghasilan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui

pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun

pajak;

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

c. Harta dan kewajiban; dan/atau
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d.Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan

pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumah Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya

terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;dan

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha

Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.3 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016:36) ada beberapa Prosedur Penyelesaian Surat

Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata

cara pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain,

misalnya dengan mengakses situr Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh

formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan

jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab,

satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor
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Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan dikukuhkan atau

tempat lain yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan

pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah,

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan

menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel,

atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan

hukum yang sama.

e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

 Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa

neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan

untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

 Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan

Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan,

dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

 Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan

jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.3.4 Pembetulan SPT dan Pengungkapan Ketidakbenaran
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Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur

Jenderal Pajak belum melakukan tindakan:

a. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak;

b. Pemeriksaan; atau

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT dilakukan dengan cara memberi

tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib

Pajak bersangkutan membetulkan SPT.

Dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT

harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan maupun SPT Masa yang

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan

tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak,

terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan

penyidikan apanila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan

ketidakbenarannya perbuatan tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan

pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi

berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang

kurang bayar.
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Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat

Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak

dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang

ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang

sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;

c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau

d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini

beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari

pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan

tersendiri dimaksud disampaikan.

Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal

Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan

Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak

sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal

yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan

yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima

Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,

Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal

Pajak belum  melakukan tindakan pemeriksaan.

2.1.3.5 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
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Menurut Mardiasmo (2016:38) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua,

yaitu sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

b. SPT Masa yang terdiri dari:

 SPT Masa Pajak Penghasilan;

 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

a. Formulir kertas (hardcopy); atau

b. Dokumen Elektronik.

2.1.3.6 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian SPT Menurut Mardiasmo (2016:39) adalah sebagai

berikut:

a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Khusus untuk Surat Pemberitahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan

paling lam akhit bulan berikut  setelah berakhirnya Masa Pajak.

b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3
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(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lambat 4

(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.3.7 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan

sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu

penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan

SPT Tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan

disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT

tahunan berakhir, dengan dilampiri:

a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas

waktu penyampaiannya diperpanjang;

b. Laporan Keuangan sementara; dan

c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang

terutang.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib

Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan:

a. Secara langsung;
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b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;

atau

d. Saluran tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

2.1.3.8 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan

atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa

denda sebesar:

a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

b. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Lainnya;

c. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan;

d. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan

keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama

kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib pajak tersebut wajib melunasi
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kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang

dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Kealpaan, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT

atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan

setelah perbuatan yang pertama kali, maka dikenakan denda paling sedikit 1 (satu)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan

paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Kesengajaan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana

apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan seleum lewat 1

(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

2.2 Kerangka Pikir
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Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang

membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena

pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak

merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Mardiasmo (2016:3) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak merupakan salah satu pendapatan yang diterima oleh Negara dan juga

merupakan salah satu yang terbesar karena sekitar 2/3 penerimaan Negara bersumber

dari sektor pajak.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:38) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua,

yaitu sebagai berikut:
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a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak.

Berdasarkan Uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya

dalam suatu bagan kerangka pemikirian sebagai bentuk alur dari pemikiran peniliti

yaitu sebagai berikut :

Wajib Pajak

Wajib Pajak Badan
Usaha Tetap

Wajib Pajak BadanWajib Pajak Pribadi

Pemeriksaan Pajak
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Gambar 2.2

Skema Kerangka Pemikiran

1. Pemeriksaan Lapangan

2. Pemeriksaan Kantor


